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BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR<]4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM
RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa agar pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka
penanganan penyebaran Virus COVID-19 dalam Kabupaten
Sarolangun dapat digunakan secara akuntabel, efesien dan
efektif, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati
Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Corona
Virus Disease (COVID-19);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indohesia Nomor 3969);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);
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3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

16. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 38);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kementerian
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177 /KMK.07/2020
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya
Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG
PETUJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2020 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Belanja Tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi :

a. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau yang tidak diharapkan
berulang seperti bencana alam, Kejadian luar biasa yang tidak
diperkirakan sebelumnya, siaga darurat bencana dan keadaan
darurat bencana;

b. Keperluan mendesak;
c. Bencana sosial; dan

d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya
yang telah ditutup.

(2) Peruntukan belanja tidak terduga untuk penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) meliputi penganggaran untuk:

a. Kegiatan pencegahan yang terdiri dari pengadaan bahan-bahan habis
pakai, peralatan yang digunakan dalam rangka pencegahan, makan-
minum, bahan bakar kenderaan dan biaya lain yang terkait dengan
pencegahan;

b. Penanganan pasien yang terkena Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19), yang meliputi bahan habis pakai, peralatan, jasa petugas dan
ekstra fooding bagi petugas yang menangani pasien Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

¢. Bantuan berupa uang/barang bagi individu masyarakat miskin yang
terkena dampak dari kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
d. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku

UMKM dan Mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

e. Penerapan pola padat karya tunai (cash for work) dalam pelaksanaan
belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Dalam rangka penanganan masyarakat miskin dan pemebrian stimulus
berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan Mikro yang
terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat diberikan
bantuan sosial berupa bantuan uang atau barang.

(2) Besaran bantuan uang atau barang yang diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
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Pasal 1I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sarolangun.

. Ditetapkan di Sarolangun
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CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 22 Ave\L 2020

SEKRET W ERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020 NOMOR <44



